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ABSTRAK

Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, tidak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak
pidana. Hal itu dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat pada Pasal 85 angka (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum
harus terhenti karena anak tersebut harus menjalani masa pemidanaan di lembaga pembinaan. Pendidikan wajib diberikan
oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seperti yang dimuat di dalam BAB I huruf G tentang Tugas dan
Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Berdasarkan
latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah, pertama, Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak
atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal mendapatkan pendidikan di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Klas I Tanjung Pati? Kedua, Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan
bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati? Kefiga, Apa saja
upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IT Tanjung Pati? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang
dilihat melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta serta
penerapannya di lapangan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang diberikan kepada anak
sedang menjalani pidana di LPKA Klas II Tanjung Pati hanya pendidikan informal, kendala dalam pelaksanaan
pendidikan untuk anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya sebelum masuk ke dalam LPKA ABH ada yang
sudah putus sekolah, terbatasnya anggaran dalam penyelenggaraan pendidikan di LPKA Klas IT Tanjung Pati, peran serta
orang tua yang kurang untuk kelangsungan pendidikan anaknya, tidak adanya peran serta masyarakat yang ikut dalam
menangani pemberian hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dan adanya bencana non alam Covid-19
yang melanda Indonesia menghambat rencana diadakannya kembali pendidikan nonformal, Upaya yang dilakukan untuk
mengatasi kendala adalah memberikan pengertian kepada ABH agar dapat menumbuhkan minatnya dalam belajar,
melakukan pendekatan terhadap orang tua ABH untuk saling bekerja sama dalam pemenuhan hak pendidikannya,
melengkapi sarana dan prasarana dalam menunjang pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan
hukum, dan menghentikan sementara jadwal kunjungan untuk meminimalisir penyebaran wabah Covid-19 di LPKA Klas
I Tanjung Pati. Adapun saran yang penulis berikan adalah optimalisasi pemenuhan hak pendidikan dengan berbagai cara
baik dengan pembuatan regulasi yang menjamin pemenuhan hak pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum di
LPKA.
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